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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara geografis terletak berbatas 

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten 

Tebo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Selat Berhala dan 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebelah utara berbatasan  dengan 

Provinsi Jambi dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Batanghari  dengan posisi tersebut maka  sesungguhnya Kabupaten tanjung 

Jabung barat dapat diakses dari berbagai daerah terutan dari sebelah  selatan  

yang  merupakan  jalan menuju laut cina selatan. Pengembangan kabupaten 

Tanjung  Jabung Barat dengan berbagai potensi terutama di sektor 

perkebunan pertanian dan pariwisata membutuhkan perencanaan yang  

inclusif, inetegratif dan kolaboratif yang berorientasi kepada pemberdayaan, 

pelayanan dan pembangunan masyarakat. 

 Dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih 

yang mana sektor pariwisat merupakan salah satu sektor pengungkit 

ekonomi masyarakat  maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olaharaga 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun RENSTRA  yang  inclusif, 

integratif dan kolaboratif serta berkesinambungan sesuai dengan RPJMD 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Selanjutnya penyelenggarakan Pemerintahan Daerah perlu adanya 

suatu sistem yang terencana dan berkesinambungan serta berpedoman pada 

prinsip - prinsip Good Governance seperti  transparansi, akuntabilitas dan 

partisipasi.  

Dalam Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan serta terencana melalui 

proses perubahan untuk mewujudkan kondisi ideal. Proses – proses tersebut 
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merupakan tahapan pembangunan yang merupakan upaya perubahan ke 

arah yang lebih baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah 

Kabupaten Tanjung  Jabung Barat tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa 

didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan 

kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan 

aparatur sipil negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, 

diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar 

penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu 

diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur indikator 

pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 

Dalam melaksanakan proses  pembangunan berkelanjutan Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat  wajib 

menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA) yang 

berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam 

menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap 

urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun. Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD 

Pemerintah Daerah memuat rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan 

Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/ Wakil Daerah terpilih dengan 

MISI yaitu :  

I. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, 

berilmu, dan berahlak; 

II. Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tentram, Tertib Dan Demokratis ; 

III. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance) 

Untuk Pelayanan Publik; 

IV. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan 

Ekonomi Kerakyatan; 

V. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota . 

Sesuai  dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten  Tanjung  Jabung dalam mewujudkan MISI 

tersebut fokus untuk melaksanakan MISI  I dan  IV. 
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Renstra adalah proses berkelanjutan dan sistimatis dari pembuatan  

keputusan dengan resiko memanfaatkan sebanyak–banyaknya pengetahuan 

antisipatif dan diorganisasikan secara efesien  serta  diukur capaian hasil 

kinerja sebagai dampak untuk pengembangan selanjutnya yang 

berkelanjutan. Pada intinya renstra harus mampu menggambarkan 

bagaimana setiap isu strategis dapat dipecahkan melalui  strategi pemberian 

tanggungjawab penjadwalan dan pemanfaatan semua sumber daya. Sikap 

ini merupakan komitmen organisasi terhadap pelaksanaan prioritas – 

prioritas yang diemban  berdasarkan filosofi operasional dan  nilai – nilai 

umum yang rasional. 

Renstra merupakan kebutuhan nyata organisasi untuk mengatasi 

persoalan yang dihadapi ; merupakan serangkaian rencana tindakan dan 

kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan organisasi / OPD untuk di 

implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam memcapai tujuan. 

 

1.2 Landasan Hukum  

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2019 Tentang 

Kementerian Pariwisata dan  Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 204); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  Tahun 106 Tahun 2020 

Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 253); 

6. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288); 

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2018 Nomor 1) 

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 ); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 

2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung 
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Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2018 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat  Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021  Nomor 4); 

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan 

Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 66); 

 

1.3 Maksud dan Tujuan    

a. Maksud 

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat  adalah  

menjabarkan program dan kegiatan guna mewujudkan VISI dan MISI 

Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan 5 (lima)  

tahunan yang memberikan pedoman bagi seluruh jajaran dalam OPD 

untuk mencapai tujuan orfanisasi OPD secara berkesinambungan. 

RENSTRA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat  tahun 2021 s.d 2026 disusun dengan 

tujuan sebagai berikut : 

1. Menjabarkan  program dan kegiatan guna mewujudkan VISI dan 

MISI Kepala Daerah terpilih; 

2. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi 

perencanaan operasional yang tertuan dalam Renja OPD 

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi  pembangunan antara  

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan 

evaluasi; 
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4. Menetapkan instrumen  untuk  pengendalian dan evaluasi  

terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana 

pembangunan tahunan dan jangka menengah  dari OPD. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Renstra DISPARPORA Kab. Tanjung Jabung 

Barat disusun sebagai berikut: 

➢ BAB I : Pendahuluan 

Terdiri dari Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan 

Penyusunan serta Sistematika Penulisan; 

 

➢ BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara 

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra 

OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas 

OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih 

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD; 

 

➢ BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 

Memuat mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi,  telaahan visi, misi dan program KDH terpilih,  telaah terhadap 

RTRW dan penentuan isu-isu strategis; 

 

➢ BAB IV : Tujuan dan Sasaran 

Terdiri atas uraian mengenai Tujuan dan sasaran jangka menengah 

serta Indikator Kinerja Sasaran mengacu pada RPJM; 

 

➢ BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan 
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Memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh dalam 

upaya mencapai tujuan; 

 

➢ BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; 

 

➢ BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Memuat tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu 

pada tujuan dan sasaran RPJMD; 

 

➢ BAB VIII : Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN  

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  

KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Kabupaten  Tanjung  Jabung 

Barat. 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai Tugas Pokok 

membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah merumuskan, menyelenggarakan, 

membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas 

desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan 

Olahraga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Untuk menunjang tugas pokok, Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga juga menyelenggarakan fungsi. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Tanjung  Jabung Barat didukung oleh satuan 

organisasi. Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

sebagaimana berikut: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris Dinas 

a. Sub bag Umum dan Keuangan 

b. Sub bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program 

3. Bidang Pariwisata 

a. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata 

b. Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata 

c. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata 

4. Bidang Pemuda Olahraga 

a. Seksi Kepemudaan  

b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga 

c. Seksi Sarana dan Prasarana 
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Gambar  2.1 
Struktur Organisasi Disparpora 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur 

pelaksana pemerintah daerah dibidang Pariwisata, Kepemudaan dan 

Olahraga yang dipimpin oleh seorang kepala dinas  yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada  Bupati  melalui Sekretaris  Daerah. 

 

Adapun  Tugas Pokok dan Fungsi  Disparpora sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas  

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pariwisata 

Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi : 

a. Menyusun Renstra dan Akuntabilitas Kinerja Dinas; 

b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis; 

c. Mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan dinas lain untuk 

kelancaran tugas-tugas dinas; 

d. Memimpin segala kegiatan dinas dibidang Pariwisata 

Kepemudaan dan Olahraga; 
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e. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Bupati baik 

diminta atau tidak sehubungan langkah-langkah atau tindakan 

yang perlu diambil dibidang Pariwisata Kepemudaan dan 

Olahraga; 

f. Menetapkan kebijakan dibidang Pariwisata Kepemudaan dan 

Olahraga; 

g. Menyusun rencana pengembangan kegiatan Pariwisata 

Kepemudaan dan Olahraga; 

h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan dinas lain dalam 

melaksanakan semua program dibidang Pariwisata Kepemudaan 

dan Olahraga; 

i. Malaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas; 

j. Melaksanakan tugas, dinas lain yang diberikan atasan 

berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya; 

 

2. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Dinas di bidang kesekretariatan. Dalam melaksanakan 

tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:  

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan 

pelaporan; 

b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan 

meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan 

perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, 

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP; 

c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan; 

d. Menginventarisir permasalahan dan solusi pemecahannya terkait 

lingkup tugas; 

e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Sekretariat membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program. 

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi 

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup 

umum dan keuangan; 

b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup 

administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan 

bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, 

cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan 

pegawai; 

c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan 

ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat 

menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan; 

d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup 

administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan 

dan pengendalian keuangan, perbendaharaaan, akuntansi, 

verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP); 

e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan 

administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan 

perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan 

masyarakat; 

f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi 

kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, 

pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), 

perbendahaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta 

penyusunan laporan keuangan; 
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g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan 

perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara 

dan penyusunan laporan aset; 

h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan 

administrasi keuangan; 

i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit 

kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan 

j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait 

dengan tugasnya. 

 

2. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan 

Program mempunyai fungsi : 

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; 

b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup 

penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi 

penyusunan program dan anggaran; 

c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-

bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan 

operasional rencana kerja; 

d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan 

bahan evaluasi dan penilaian kinerja; 

e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan 

anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik 

kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program; 

f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana 

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja 

(PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan 

g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait 

dengan tugasnya; 
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3. Bidang Pariwisata 

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebahagian tugas Kepala Dinas dibidang Pariwisata. Untuk 

melaksanakan  tugas tersebut, Bidang Pariwisata mempunyai  fungsi : 

a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi peserta pelaporan 

program dan rencana kerja dibidang pariwisata; 

b. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, fasilitas, kordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, 

pengawasan, pengendalian, pengembangan dan pelestarian daya 

tarik wisata; 

c. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, fasilitasi, kordinasi, pemantauan, dan evaluasi pembinaan 

pengelolaan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata; 

d. Penyimpanan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, fasilitasi, kordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi dan 

pemasaran pariwisata; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 

Bidang Pariwisata membawahi : 

1. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata; 

2. Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata; 

3. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang 

Pariwisata. 

1. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi: 

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan 

anggaran seksi; 

b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

pengembangan dan pelestarian daya tarik wisata; 
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c. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan menyajikan data 

informasi pengembangan pelestarian daya tarik wisata; 

d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan 

pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan daya tarik 

wisata; 

e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan 

tugasnya. 

     

2. Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata mempunyai fungsi : 

a. Melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kerja dan 

anggaran seksi; 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan pembinaan pengelolaan sarana prasarana serta 

jasa usaha pariwisata; 

c. Melakukan pengumpulan, mengelolah dan menyajikan jasa 

sarana prasarana dan jasa usaha pariwisat; 

d. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan 

sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata; 

e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan 

sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata; dan 

f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan 

tugasnya. 

 

3. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata Mempunyai Fungsi : 

a. Melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kerjadan 

anggaran seksi; 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan promosi dan pemasaran pariwisata; 

c. Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis, 

menyajikan dan menginformasikan data promosi dan 

pemasaran pariwisata melalui media, masyarakat dan 

wisatawan; 



16 
   

   

  

d. Melakukan Penyiapan Bahan penyelenggaraan dan kerja 

sama penyelenggaraan even serta partisipasi dalam 

pameran/even promosi dan pemasaran pariwisata; 

e. Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan 

seksi promosi dan pemasaran pariwisata; 

f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan 

tugasnya. 

 

4. Bidang Pemuda dan Olahraga 

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas bidang Pemuda dan 

Olahraga. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi : 

a. Menyusun, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program 

dan rencana kerja dibidang kepemudaan dan olahraga; 

b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, 

kordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan kepemudaan, 

profil perkembangan kepemudaan; 

c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, 

kordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan 

prestasi olahraga; 

d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebutuhan dan 

pemanfaatan sarana prasarana olahraga; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 

 

Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi : 

1. Seksi Kepemudaan; 

2. Seksi Pembinaan dan Penigkatan Prestasi Olahraga; 

3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga. 
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Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan 

Olahraga. 

1. Seksi Kepemudaan mempunyai fungsi : 

a. Melakukaan penyususnan rencana dan anggaran seksi 

kepemudaan; 

b. Melakukan penyiapan perumsan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis kepemudaan; 

c. Melakukan pengumpulan data dan profil perkembangan 

kepemudaan; 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan 

kegiatan kepemudaan; 

e. Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan 

kepemudaan; 

f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

tugasnya; 

 

2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai 

fungsi: 

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi 

pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; 

b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan prestasi 

olahraga; 

c. Melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; 

d. Melakukan pemantauan, evalusi dan pelaporan, kegiatan 

pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan 

e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait 

tugasnya. 
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3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi : 

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan 

anggaran seksi; 

b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis kebutuhan, pemnafaatan sarana dan 

prasarana olahraga dan pertandingan olahraga; 

c. Melakukan pengawasan dan pengendalian sarana prasarana 

dan pertandingan olahraga; 

d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

seleksi sarana dan prasarana olahraga 

e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan 

tugasnya. 

 

2.2 Sumber Daya Disparpora Kab. Tanjab Barat 

2.2.1  Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKabupaten Kab. 

Tanjab  Barat sumber daya manusia belum memadai. Walaupun 

dengan kondisi tersebut diharapkan tugas dan fungsi dapat 

dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kualitas, mengingat tugas-

tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas 

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga memiliki pegawai (PNS) 

sejumlah 13 orang. Dengan porsi 10 orang berada di jajaran stuktural 

dan 3 orang pegawai fungsional umum. Dengan memperbantukan 

tenaga Honorer atau Pegawai tidak tetap sebanyak 40 Orang. Melihat 

dari porsi itu jumlah ketersediaan SDM di Dinas PARPORA sangat 

jauh dari kata cukup. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah 

kekurangan tenaga administrasi pada khususnya Dinas PARPORA 

mempekerjakan tenaga pegawai tidak tetap atau yang biasa disebut 

tenaga honorer dengan jumlah yang lumayan banyak. Tenaga honorer 
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tersebut tidak hanya ditempatkan untuk membantu administrasi tapi 

juga sebagai tenaga lapangan seperti, penyanyi juga pemain musik. 

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Disparpora 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 

 
Tabel 2.1 

Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon 
 

No Jabatan Eselon 

I 

Eselon 

II 

Eselon 

III 

Eselon 

IV 

Staf Staf 

TKK 

Jml 

1 Kepala Dinas - 1 - - - - 1 

2 Sekretaris - - 1 - - - 1 

3 Kepala 

Bidang 

- - 1 - - - 1 

4 Kassubag/K

asi 

- - - 7 - - 7 

5 Staf 

Pelaksana 

- - - - 3 - 3 

6 Honorer - - - - - 38 38 

          Jumlah - 1 2 7 3 38 51 

Keterangan : Kondisi  sampai dengan September 2020 

 

Tabel 2.2 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Jabatan S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jml 

1 Kepala Dinas 1 - - - - - 1 

2 Sekretaris 1 - - - - - 1 

3 Kepala Bidang 1  - - - - 1 

4 Kassubag/Kasi - 5 - 2 - - 7 

5 Staf Pelaksana - 1 0 2 - - 3 

6 Honorer - 10 1 27 - - 38 

          Jumlah 3 16 1 31 - - 51 

Keterangan : Kondisi  sampai dengan September 2020 
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2.2.2 Sumber Dana 

Untuk menunjang kegiatan Disparpora Kab. Tanjung Jabung 

Barat mendapatkan alokasi anggaran yang cenderung meningkat dari 

tahun ketahun. Berikut adalah jumlah alokasi anggaran Disparpora 

dari Tahun 2016-2020. 

 
Tabel 2.3 

Alokasi Anggaran Disparpora dari Tahun 2016-2020 

 

No TAHUN ANGGARAN REALISASI 
PERSENTASE 

(%) 

1 2016 6.470.536.187,00 6.321.265.374,00 97,69 

2 2017 10.366.425.428,00 9.035.604.840,00 87,16 

3 2018 17.745.227.436,00 15.768.710.963,00 88,86 

4 2019 12.349.022.728,00 11.051.605.085,00 89,49 

5 2020 7.247.802.998,00 6.811.555.147,86 93,98 

 

2.2.3  Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas 

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat meliputi tanah, bangunan, inventaris/peralatan kantor, 

kendaraan dinas dan perlengkapan pendukung lainnya. Sarana dan 

Prasarana Disparpora dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.4 
Sarana dan Prasarana 

 

    No. Uraian Jumlah Keterangan 

1 Tanah 1  

2 Bangunan 1  

3 Ruang Kantor 7  

4 Ruang Rapat 1  

5 Ruang Aula / GOR 1  

6 Kendaraan Dinas (Mobil) 3  
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7 Kendaraan Dinas (Motor) 11  

8 Komputer 13  

9 Laptop 16  

10 Printer 12  

11 AC 15  

12 Telepon 1  

13 Meja Kerja 24  

14 Kursi Kerja 39  

15 Lemari Arsi 20  

16 Filling Kabinet 10  

17 UPS 4  

18 Genset 1  

19 Dll   

 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 

yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu 

Urusan Kepariwisataan, Urusan Kepemudaan dan Urusan Olahraga. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 66 

Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata 

Kepemudaan dan Olahraga.  

Maka jenis pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut : 

(1) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kepariwisataan, 

Kepemudaan dan Olahraga; 

(2) Merumuskan kebijakan tekhnis bidang Kepariwisataan, Kepemudaan 

dan Olahraga; 

(3) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga; 

(4) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 

Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga; 

 



22 
   

   

  

 

 

Capaian Kinerja Pelayanan Disparpora Periode Renstra Sebelumnya 

 

Tabel  2.5 (T-C.23) 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Disparpora 

Kab. Tanjung Jabung Barat mengalami fluktuasi dari tahun ketahun, dapat diuraikan 

sebagai  berikut : 

a. Pencapaian kinerja pelayanan Jumlah Potensi Wisata yang Dikembangkan 

Menjadi Objek Wisata telah terpenuhi  sebesar 100% pada tahun 2019, yakni  

Kawasan Hutan Mangroove, WFC dan Jembatan Rawa Karindangan. Tahun 

2020 Kawasan Danau Jabung telah dilakukan perencanaan pengembangan 

wisata; 

b. Pencapaian kinerja pelayanan Jumlah Pengunjung Wisatawan telah terpenuhi 

sejak tahun pertama, dimana peningkatan sangat signifikan pada tahun kedua 

kemudian pada tahun ketiga mengalami penurunan akan tetapi target tetap 

terpenuhi. Pada tahun keempat jumlah pengunjung menunjukkan peningkatan 

dan mencapai target walaupun dalam suasana Pandemik Covid – 19, namun 

tetap memtahui protokol kesehatan; 

c. Pencapaian kinerja pelayanan Jumlah Lembaga/Organisasi yang dibina pada 

tahun kedua dan tahun ketiga telah terpenuhi 100%. Pada tahun ke empat 

capaian kinerja point ini  tidak ada target dan kegiatan, hal ini terjadi karena 

adanya rasionalisasi kegiatan dampak dari Pandemik Covid – 19; 

d. Pencapaian kinerja Jumlah Kegiatan Berbasis Kepemudaan telah tercapai 100%  

pada tahun pertama dan kedua, namun pada tahun ketiga terjadi penurunan 

pencapaian. Pada tahun keempat tidak ada target dan kegiatan, karena 

kegiatan ini mengumpulkan masa yang berdampak pada larangan pada masa 

Pandemik Covid – 19; 

e. Pencapaian kinerja Jumlah Kegiatan Keolahragaan telah tercapai 100%  pada 

tahun pertama dan kedua, namun  pada tahun ketiga terjadi penurunan 

pencapaian sedangkan pada tahun keempat  tidak ada target dan kegiatan, 

karena kegiatan ini mengumpulkan masa yang berdampak pada larangan pada 

masa Pandemik Covid – 19; 

f. Pencapaian kinerja  Jumlah Lapangan dan GOR Olahraga Yang Memenuhi 

Standar Nasional tercapai pada  tahun ke empat. 
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 Penurunan pencapaian kinerja pada target Renstra dikarenakan beberapa 

hal enyangkut kondisi keuangan daerah yang mengharuskan seluruh OPD se-

Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan Efisiensi anggaran dan pemangkasan 

kegiatan. Dari hasil pencapaian kinerja diatas, akan menjadi acuan dinas dalam 

pencapaian kinerja untuk tahun tahun berikutnya. 
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Tabel 2.6 (T-C.24) 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada capaian anggaran 

sebagian besar kegiatan pada program telah terserap berdasarkan anggaran yang telah 

ditetapkan dengan realisasi anggaran. Selain itu bila dibandingkan dengan matriks capaian 

kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa terserapnya anggaran diikuti dengan 

peningkatan kinerja pelayanan. 

  

2.4 Tantangan dan Peluang Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat 

Tantangan dan peluang dalam pengembangan Disparpora Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat terkait pada tugas pokok dan fungsi Disparpora seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan menggunakan pola analisis SWOT 

(Strenght, Weakness, Opportunities, Threath) berdasarkan pengamatan 

beberapa tahun terakhir, adalah sebagai berikut: 

 

1. Kekuatan (STRENGHT) 

Ada beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Disparpora yang 

merupakan suatu modal utama bagi kelanjutan Disparpora yang lebih 

baik. Kekuatan tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Tersedianya SDM dengan mudah; 

b) Tersedianya aturan yang baku menjadi pedoman; 

c) Tersedianya teknologi; 

d) Tersedianya dana secara terbatas. 

 

2. Kelemahan (WEAKNESS) 

Disamping Faktor Kekuatan (strenght) yang dimiliki, terdapat 

juga kelemahan kelemahan yang dimiliki oleh Disparpora Kab. Tanjab 

Barat. Kelemahan tersebut dapat dipetakan dari beberapa aspek antara 

lain: 

a) Skill dan Kompetensi SDM yang tidak merata 

b) Infrastruktur yang belum memadai 

c) Jumlah SDM yang tidak mendukung 

d) Kurangnya Aset berharga 
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3. Peluang (OPPORTUNITIES) 

Disamping Faktor Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan 

(weaknesses) yang dimiliki, terdapat  juga peluang yang dimiliki oleh 

Disparpora Kab. Tanjab Barat. Peluang tersebut dapat dipetakan dari 

beberapa aspek antara lain: 

a) Meningkatnya minat pariwisata dan olahraga; 

b) Suasana kondisi yang kondusif; 

c) Adanya kesempatan dalam promosi; 

d) Suasana komunikasi dan kolaborasi antara OPD yang kondusif. 

 

4. Ancaman (Threats) 

Disamping Faktor Peluang (Opportunities) yang dimiliki, terdapat 

juga  Ancaman ancaman yang dimiliki oleh Disparpora Kab. Tanjung 

Jabung Barat. Ancaman tersebut dapat dipetakan dari beberapa aspek 

antara lain: 

a) Kurang tepatnya data yang tersedia; 

b) Kondisi social ekonomi masyarakat yang belum stabil; 

c) Semakin tingginya tingkat persaingan. 

 

Dengan melihat pada faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan Faktor 

ancaman yang dimiliki oleh Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat, maka dapat 

diidentifikasi Tantangan tantangan dan peluang peluang yang dimiliki oleh 

Disparpora Kab. Tanjab Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

Tantangan dan peluang tersebut dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini: 

 

 

 



28    

   

  

Tabel 2.7 

Tantangan dan Peluang Disparpora Kab. Tanjab Barat 

ASPEK TANTANGAN PELUANG 

Aspek Sumber Daya ➢ Perlunya optimalisasi 

kompetensi SDM yang ada 

➢ Tersedianya perangkat 

pendukung 

➢ Perlunya identifikasi 

kebutuhan pelatihan 

 

➢ Suasana komunikasi dan kolaborasi 

antara OPD yang kondusif 

➢ Tersedinya E - Office 

➢ Banyaknya tersedia kebutuhan 

pelatihan kompetensi 

Aspek Pariwisata ➢ Perlu disiapkan potensi 

pariwisata yang 

terstandarisasi  

➢ Terbatasnya infrastruktur 

yang mendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan 

➢ RIPARKAB (Rencana Induk 

Pembangunan Pariwisata Kabupaten) 

➢ Tersedianya kerjasama dengan moda 

bapak angkat dan pihak lain 

➢ Tersedianya bantuan Pusat 

➢ Optimalisasi potensi geografis  

Kabupaten 

➢ Optimalisasi jaringan komunikasi 

yang ada 

➢ Meningkatnya Kunjungan Pariwisata 

Aspek Pemuda ➢ Perlunya Road map 

Kepemudaan sebagai 

pedoman 

 

 

➢ Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2009 Tentang 

Kepemudaan 

➢ Adanya kerjasama pihak ketiga 

Aspek Olahraga ➢ Perlunya Road map 

Keolahragaan sebagai 

pedoman 

➢ Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional 

➢ Tersedianya atlit dan pelatih serta 

infrastruktur keolahragaan  sebagai 

wadah peningkatan prestasi 

➢ Meningkatnya minat berolahraga 
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  BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS  

PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1  Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 

DISPARPORA Kab. Tajung Jabung Barat  

 

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan 

oleh DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat 

diidentifikasi permasalahan dan kendala  sebagai berikut:  

1) Jumlah SDM khususnya di jajaran Staf fungsional umum perlu 

disesuaikan 

2) Pentingnya peningkatan skil dan kompetensi  SDM sesuai dengan 

bidangnya 

3) Sistem  administrasi dan pengarsipan perlu berbasis digital. 

4) Belum optimalnya pengelolaan data base DISPARPORA agar  tercipta 

akurasi informasi 

5)  Belum optimalnya pelatihan bagi SDM yang potensial 

6) Banyak potensi dan infrastruktur wisata yang dapat dikembangkan 

secara optimal 

7) Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terhadap  peran 

Kepariwisataan  dalam peningkatan kemakmuran 

8) Pentingnya pemetaan daya dukung destinasi wisata menuju cluster 

kepariwisataan berkelanjutan 

9) Pentingnya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dalam 

mendukung kepariwisataan 

10)  Perlunya Inovasi dalam pengembangan event unggulan kepariwisataan 

11) Pentingnya kesadaran terhadap kepeloporan menuju generasi muda 

yang mandiri, kreatif, inovatif dan religius serta bertanggungjawab. 

12) Perlunya Road-map pengembangan infrastruktur keolahragaan dan 

prestasi menuju masyarakat Tanjab Barat yang sehat 
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13)  Perlunya inisiasi  menetapkan olahraga berprestasi yang menjadi 

unggulan kabupaten. 

 

3.2  Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

 

3.2.1  Visi  

 

“MEWUJUDKAN KAB.TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH ” 

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif,  

Aman dan Harmonis) 

 

 

Penjabaran dari VISI   diatas adalah sbagai berikut :  

1. Kabupaten  Tanjung Jabung Barat  yang  BERKUALITAS 

Yakni peningkatan pembangunan Sumber daya manusia 

berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan 

perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi daerah; 

2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat  yang EKONOMI MAJU; 

Yakni meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian 

daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka 

meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan 

perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; 

3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang RELIGIUS; 

Yakni berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan 

penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur dan tatanan kehidupan 

bagi masyarakat; 

4. Kabupaten  Tanjung Jabung Barat  yang  KOMPETITIF; 

Yakni mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, 

nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumber daya 

unggulan daerah; 
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5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat  yang AMAN; 

Yakni suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya mandalam 

menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan terciptaiklim 

yang kondisifuntuk investasi; 

6. Kabupaten  Tanjung Jabung Barat  yang HARMONIS; 

Yakni terjalin kerukunanan tarumat beragama, dan terjalin 

hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten tetangga dan pemerintah pusat. 

 

3.2.2  Misi 

Adapun Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah  sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, 

dan berahlak; 

Sumber daya manusia dianggap sebagai modal utama pembangunan 

daerah, perlu dibekali denganiman, ilmu, danberahlak, agar mampu 

menjadi manusia yang berdaya saing, sehat dan berahlak sebagai 

upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sejahtera 

dan berkah; 

2. Cipta kondisi  sosial yang tentram, tertib, dan harmonis; 

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis menjadikan 

rasa nyaman pada masyarakat untuk berkreativitas, dan kondusif 

bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatasan antar umat 

beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin 

hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten tetangga dan pemerintah pusat; 

3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik  ; 

Menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat dengan efektif, efisien, dan akutanbel agar menghasilkan 

pelayanan publik yang prima, kerja pemerintah yang berorientasi 

kinerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah; 
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4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan; 

Seiring perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk, 

tentunya harus diikut idengan peningkatan aktivitas perekonomian. 

Pengembangan cakupan aktivitas ekonomi lebih luas lagi akan 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 

kemiskinan serta pengangguran. Pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang sejalan dengan upayap 

eningkatan aktivitas perekonomian; 

5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota; 

Pembangunan infrastruktur dan penguatan akses bagi seluruh desa 

dan kota, terutama bagi desa yang tertinggal, ditujukan agar desa – 

desa dan kota dapat tumbuh berkembang secara bersamaan dan 

seimbang. 

 

3.2.3  Program 

Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah  berdasarkan  

misi  sebagai berikut :  

 

▪ Program  untuk  mencapaian MISI KESATU :  

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan  

2. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan 

3. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan 

keluarga 

 

▪ Program  untuk  mencapaian MISI  KEDUA :  

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta 

perlindungan masyarakat  

2. Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya 

daerah  
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▪ Program  untuk  mencapaian MISI  KETIGA :  

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan public 

3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah 

 

▪ Program  untuk  mencapaian MISI  KEEMPAT :  

1. Meningkatnya perekonomian kabupaten 

2. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup 

 

▪ Program  untuk  mencapaian MISI  KELIMA :  

1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat 

2. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah 

perbatasan 

 

Tabel   3.1  
Faktor  Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap  

Pencapaian  Visi, Misi  dan  Program  Kepala  Daerah dan Wakil  
Kepala  Daerah 

 

VISI : “MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” 

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) 

No 

Uraian Misi  / 
Tujuan / 
Sasaran 

Program / 
Kegia tan 

Permasa lahan
an Pe layanan 

OPD 

Faktor 

Penghambat  Pendorong  

I  Misi  1  :  
Peningkatan 
kualitas sumber 
daya manusia 
yang beriman, 
berilmu, dan 
berahlak. 
Tujuan  1.1 : 
Membentuk 
sumber daya 
manusia yang 
berdaya saing 
dengan dilandasi 
iman dan taqwa 
serta berahlak 
mulia 
Sasaran 1.1.3 : 
Meningkatnya 
kualitas anak, 
perempuan, 
pemuda dan 

Program :   
1 .  Pengembangan 

Kapasitas Daya 
Saing 
Kepemudaan 

2 .  Pengembangan 
Kapasitas Daya 
Saing 
Keolahragaan 

3 .  Pengembangan 
Kapasitas 
Kepramukaan  

-  Belum 
terse lesa ika
nnya  “road  
–  map” 
kepemudaa
n & 
o lahraga 

-  Faktor  
geograf is  
da lam 
penyiapan 
sapras 

-  Terbatasn
ya  sumber  
dana   

-  Kurangny
a  kegia tan 
binla t  
untuk 
meningka
tkan 
pemuda 

-  Kurangny
a  binla t  
dan 
sapras  
bagi  a t let  
untuk 

-  Banyakny
a  potensi  
pemuda 
krea t i f  
dan a t le t  
o lahraga 

-  Sert i f ikas
i   pe la t ih 
yang 
memadai   
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keluarga meningka
tkan 
prestasi  

I I  Misi  4 :  
Peningkatan 
aktivitas 
perekonomian 
dan 
pemberdayaan 
ekonomi 
kerakyatan 
Tujun 4.1 : 
Pertumbuhan 
ekonomi 
kabupaten yang 
berkelanjutan 
Sasaran 4.1.1 : 
Meningkatnya 
perekonomian 
kabupaten 
 

Program : 
1. Peningkatan 

Daya Tarik 
Detinasi 
Pariwisata 

2. Pemasaran 
Pariwisata 

3. Pengembangan 
Ekonomi Kreatif 
Melalui 
Pemanfaatan dan 
Perlindungan 
Hak Kekayaan 
Intelektual 

4. Pengembangan 
Sumber Daya 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif  

 

-  Belum 
opt imalnya  
inovasi  
untuk 
pengemban
gan event  
wisa ta  
re l ig i  

-  Kepar iwisa t
aan 
merupakan 
kiner ja  
integra t i f  
dan 
kolabora t i f  
antar  
program 
OPD 

-  Belum 
opt imalnya  
pengemban
gan 
dest inasi  

-  Sinergitas  
program / 
kegia tan 
antar  OPD   

-  Kapaitas  
interna l 

-  Masih 
terdapat  
mindset  
yang ego  
sectora l  

-  Per lunya  
ser t i f ikasi  
kawasan 
wisa ta   

-  Kapasi tas  
SDM  
pendukun
g 
kepar iwis
a taan 

-  Event  ini  
merupaka
n potensi  
loka l    

-  Kepar iwi
sa taan 
d ibutuhk
an 
masyarak
at 

-  Berkemba
ngnya  
minat  
untuk 
desa  
wisa ta  

-  Pendoron
g 
komitmen 
pemangk
u 
kepent ing
an untuk 
pengemba
ngan 
potensi  
wisa ta  

-  Potensia l  
untuk 
d ikemban
gkan 

 
Bila melihat dari tabel diatas pada dasarnya OPD siap 

dalam rangka mewujudkan visi  dan misi kepala dan wakil 

kepala daerah dalam pencapaian pembangunan. Hanya terdapat 

beberapa hambatan yang mayoritas dikarenakan faktor 

kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan -kegiatan di 

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga. Yang selanjutnya 

diharapkan daerah dapat memberikan dukungan anggaran untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam usaha OPD membantu 

mewujudkan visi  dan misi daerah.  

 

 

3.3  Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 
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Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang 

yang aman,nyaman, produktif, efektif,  efisien, berkelanjutan, 

dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan 

industri  kreatif yang bertaraf nasional. Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, disebutkan bahwa RTRW 

kabupaten menjadi pedoman untuk:  

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah(RPJMD);  

2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/ pengembangan wilayah 

kabupaten; 

3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan 

dalam wilayahkabupaten; 

4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang 

dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;  

5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di 

wilayah, kabupaten; dan 

6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalampenataan/  

pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi 

penetapanperaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif 

dan disinsentif, sertapengenaan sanksi.  

 

3.3.1 Posisi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat dalam Lingkup Perpres No 13 Tahun 2012 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatra 

Berdasarkan kepada perpres No 13 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang   

Wilayah Pulau Sumatra terdapat beberapa kawasan 

prioritas pembangunan pariwisata dengan  tema-tema 

pembangunan berdasarkan kepada karakteristik wilayah 

masing-masing. Secara umum terdapat beberapa kawasan 
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prioritas pembangunan dalam lingkup provinsi jambi 

yang telah ditentukan dalam Perpres no 13 tahun 2012,  

salah satunya yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang 

masuk kedalam strategi operasional perwujudan kawasan 

peruntukan pariwisata. 

Beberapa strategi operasional perwujudan kawasan 

peruntukan pariwisata yang terdiri  dari :  

a. Merehabilitasi dan mengembangkan kawasan 

peruntukan ekowisata yang di dukung prasarana dan 

sarana pariwisata; 

b. Merehabilitasi dan mengembangkan kawasan 

peruntukan pariwisata bahari yang didukung 

ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;  

c.  Merehabilitasi dan mengembangkan kawasan 

peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan 

ilmu pengetahuan yang di lakukan dengan 

pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan, serta pengembangan prasarana dan 

sarana pariwisata; dan 

d. Mengembangkan penyelenggaraan pertemuan, 

perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang 

didukung ketersediaan prasarana dan sarana 

pariwisata. 

 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat Taman 

Nasional Bukit Tiga Puluh  yang termasuk kedalam taman 

nasional dan Cagar Alam Sungai Betara .  

Dalam konteks tersebut maka dapat menjadi 

peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat dalam meningkatkan pembangunan sektor  

pariwisata yang diharapkan dapat menjadikan sektor 

unggulan dalam pembangunan daerah.  
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3.3.2 Posisi Kepariwisataan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

dalam Perda No. 10 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Garis Besar 

termasuk dalam  pusat Kegiatan Wilayah  Lokal (PKL) 

dan masuk dalam Destinasi Pengembangan Pariwisata 

(DPP) V.  

Indikasi arahan peraturan zona kawasan pariwisata 

yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jambi yang 

berkaitan dengan rencana pengembangan pariwisata 

provinsi Jambi, sebagai berikut:  

a. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenalkan 

dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan 

rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek 

wisata alam; 

b. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun 

permukiman dan  industri  yang tidak terkait dengan 

kegiatan pariwisata;  

c.  Dalam kawasan pariwisata diperkenalkan adanya 

sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan 

pariwista dan sistem prasarana wilayah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan; 

d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan 

penelitian dan pendidikan;  

e.  Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan 

adanya bangunan lain kecuali  bangunan pendukung 

kegiatan wisata alam; pengembangan pariwisata 

harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan 

lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta 

studi AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan).  
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RTRW provinsi Jambi juga telah mengatur 

penggunaan kawasan lindung yang dapat digunakan 

sebagai kawasan wisata, hal ini merupakan kesempatan 

bagi para pemangku kepentingan untuk membangun dan 

mengembangkan pariwisata dikawasan lindung, seperti 

kawasan Suaka Alam, Pelestari an Alam dan Cagar Budaya 

yang dimiliki oleh Provinsi Jambi.  

Pemerintah Provinsi Jambi dalam RTRW -nya juga 

telah menetapkan kawasan budidaya, yang salah satunya 

adalah kawasan peruntukan pariwisata yang terdiri  atas:  

 

Tabel 3.2 
Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi Jambi  

 

NO. ALAM BUDAYA BUATAN 

1.  Taman nasional  berbak Kawasan 

wisata candi 

Muaro Jambi 

Lanmar Menara 

Jam Besak Gental 

Arasyi   

2.  Taman Nasional Berbak Kawasan 

wisata candi 

muaro Jambi 

Landmark Menara 

Jam Besak 

Gentala Arasyi  

3.  Taman Nasional Kerinci Seblat  Kawasan 

cagar budaya 

seberang 

Jembatan 

pedestr ian sungai 

batanghari   

4.  Taman Nasional Bukit Tiga Puluh  Kawasan 

cagar budaya 

rumah tuo 

Landmark Danau 

Sipin 

5.  Taman nasional  bukit dua belas  Kawasan 

cagar budaya  

Museum 

per juangan 

6.  Taman hutan raya senami dan 

sekitar  tanjung 

Si tus lubuk 

ruso 

Kebun binatang 

taman rimba 

7.  Kawasan wisata geopark MakamSultan 

Thaha 

 

8.  Danau kerinci  dan danau gunung 

tujuh 

Makam 

rangkayo 
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pingai  dan 

makam 

rangkayo 

hi tam 

9.  Danau depati    

10.  Gunung kerinci    

11.  Air terjun telun   

12.  Grao dan wisata teluk wang   

13.  Danau sipin   

Sumber:  RTRW Provinsi  jambi  2013-2033 

 

3.3.3 Posisi Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2013-2033 

Perumusan rencana pola ruang wilayah Kabupaten 

Tanjung Jabung barat dilakukan dengan memperhatikan 

pola ruang yang telah ditetapkan oleh RTRW Nasional, 

RTRW pulau Sumatra dan RTRW Provinsi Jambi. 

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan 

ruang, maka pola ruang wilayah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat akan terdiri  dari kawasan lindung dan 

kawasan budidaya.  

Kawasan lindung yaitu kawasan yang berfungsi  

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 

mencakup sumber daya alam, sumber daya binaan, nilai  

sejarah, dan budidaya bangsa untuk kepentingan 

pembangunan yang berkelanjutan.  

Kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan 

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar  

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 

binaan, dan sumber daya manusia 
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Dalam kawasan lindung terdapat bebe rapa 

peruntungan kawasan, salah satunya yaitu kawasan suaka 

alam, pelestarian alam dan cagar budaya.  

Kawasan yang berfungsi sebagai suaka dan 

margasatwa untuk melindungi keanekaragaman hayati , 

ekosistem, dan keunikan alam. Kawasan ini terdiri  dari  

kawasan taman nasional Bukit Tiga Puluh, dan Cagar 

Alam Hutan Bakau Pantai Timur.  

a. Taman Nasional 

Taman Nasional yang berada di kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Berupa Taman Nasional Bukit Tiga 

Puluh di kecamatan Batang Asam dan Kecamatan 

Renah Mendaluh dengan Luas Kurang Lebih 11.520 

(Sebelas ribu lima ratus dua puluh) hektar. Hutan 

Taman Nasional Tiga Puluh yang juga berfungsi  

sebagai pelindung daerah imbuhan air tanah dalam 

khususnya untuk wilayah perkantoran kuala tungkal 

agar dilestarikan vegetasinya.  

Taman nasional bukit tiga puluh merupakan hutan 

hujan tropis dataran rendah yang mempunyai nilai 

konservasi luar biasa dan keanekaragaman hayati  

yang sangat tinggi karna didalam nya terdapat 246 

jenius tumbuhan obat tradisional, 51 jenis tumbuhan 

obat dan 8 jenis cendawan obat serta flora endemik 

seperti  cendawan muko rimau (Rafllesia hasseltii),  

salo (johanestei jsmanniaaltifrons) dan bunga bangkai  

(amorphopalus titanium). TNBT juga tempat 

bernaungnya 42 jenis mamalia, 7 jenis  primata, 11 

jenis tupai, 193 jenis burung yang merupaka n 

sepertiga jenis burung di sumatra, 134 jenis kupu -

kupu dan 97 jenis ikan dari 25 suku dan 52 marga.  
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b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainya  

Kawasan suaka alam laut dan perairan lainya di 

kabupaten tanjung jabung barat meliputi :  

1) Sungai dualap dengan luas kurang lebih 100 

hektar di kecamatan kuala betara;  

2) Kawasan konservasi kerang darah dengan luas 

kurang lebih 365,3 Ha di kecamatan seberang 

kota; dan 

3) Suaka perikanan perairan umum sungai  

pematang lumut dikecamatan betara.  

 

c.  Cagar Alam 

Cagar alam berhutan bakau berupa hutan mangrov e 

di kabupaten tanjung jabung barat terdapat di kuala 

betara dengan luas kurang lebih 126 (seratus dua 

puluh enam) hektar. 

Usaha yang dilakukan terhadap kaw asan pantai 

berhutan bakau yaitu melestarikan keberadaan hutau 

bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan 

tempat berkembang biaknya berbagai biota laut 

disambing sebagai pelindung pantai dan pengikisan 

air laut serta pelindung usaha budidaya 

dibelakangnya. 

 

d. Taman Wisata Alam 

Potensi Pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat tersebar di beberapa kecamatan . Obyek wisata 

unggulan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat antara lain :  

1) Air terjun gemuruh tiga puluh di Kecamatan 

batang asam; 
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2) Air terjun bukit pinang bawah tiga puluh di 

KecamatanBatang Asam; 

3) Air terjun suban di Kecamatan Batang Asam; 

4) Arum jeram sei. Tantang di Kecamatan Batang 

Asam; 

5) Air terjun pelangi di Kecamatan Tungkal Ulu; 

6) Air terjun danau payo lebar di Kecamatan Renah 

Mandaluh; 

7) Air terjun lanparin di  Kecamatan Renah 

Mandaluh; 

8) Air terjun langpinai di Kecamatan Renah 

Mandaluh; 

9) Hutan lindung gambut;  

10)  Kawasan lindung pantai mangrove dan cagar 

alam pantai Timur; 

11)  Kawasan pangkal babu; dan 

12)  Kawasan wisata bahari di Kecamatan Tungkal 

Il ir . 

 

Dengan menggunakan telaah RTRW dapat 

diidentifikasikan beberapa kendala yang dihadapi 

DISPARPORA Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:  

1)  Letak lokasi potensi potensi wisata yang ada di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kebanyakan 

berada jauh dari pusat kota , dan berada di kecamatan 

- kecamatan yang masih sulit  di akses pengunjung 

baik dengan berjalan kaki atau berkendaraan 

2)  Permasalahan pertama memberikan dampak pada 

sulitnya pengembangan potensi yang ada menjadi  

sebuah objek wisata yang siap untuk disajikan secara 

pantas untuk dikunjungi dan dinikmati. Kesulitan 

tersebut khusunya dari segi penyediaan anggaran 
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yang dibutuhkan yang tentunya memakan banyak 

biaya.   

 

3.4  Penentuan Isu-isu Strategis DISPARPORA Kab. Tanjung 

Jabung Barat 

Analisa isu-isu strategis DISPARPORA Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat diilakukan dengan pertimbangan 

perkembangan yang terjadi pada DISPARPORA pada khususnya 

dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya selama 

beberapa tahun terakhir.  

Berdasarkan hasil  analisis dengan menggunakan pola 

SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, and Treat ) yang telah 

dijelas pada Bab II poin 2.4 Tentang Tantangan dan Peluang 

OPD,dapat diidentifikasian isu-isu strategis Disparpora 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3.3 
Isu-isu Strategis DISPARPORA Kab. Tanjab Barat 

 
No ASPEK ISU STRATEGIS 

1 Sumber Daya Manusia 1) Jumlah SDM di jajaran Staf fungsional umum 

perlu disesuaikan  

2) Pentingnya peningkatan skil dan kompetensi  

SDM sesuai dengan bidangnya. 

3) Sistem  administrasi dan pengarsipan perlu 

Perbaikan kualitas.  

4) Optimalnya pengelolaan data base 

DISPARPORA. 

2 Pariwisata Signifikansi dan standarisasi agar  DTW dan usaha 

ekraf  terstandarisasi. 

3 Pemuda Pentingnya  Road.map pengembangan kepemudaan 

4 Olahraga Pentingnya Roadmap pengembangan keolahragaan 

 
Tabel 3.4 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
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Aspek Capaian / Kondisi 

Saat Ini 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 

Internal Eksternal 

Sumber Daya 

Manusia 

1) Jumlah SDM 

khususnya di 

jajaran Staf 

fungsional 

umum perlu 

disesuaikan 

2) Pentingnya 

peningkatan 

skil dan 

kompetensi  

SDM sesuai 

dengan 

bidangnya 

3) Sistem  

administrasi 

dan 

pengarsipan 

perlu 

diperbaiki 

kapasitasnya. 

4) Belum 

optimalnya 

pengelolaan 

data base 

DISPARPORA 

agar  tercipta 

akurasi 

informasi 

5) Belum 

optimalnya 

pelatihan bagi 

SDM yang 

potensial 

Jumlah  SDM 

yang tersedia  

 

 

 

 

Jumlah SDM 

yang 

memiliki 

kompetensi 

dasar belum 

tersedia 

 

Belum 

optimalnya 

pemanfaatan 

aplikasi  

 

 

 

Mekanisme 

tata kelola 

data belum 

optimal 

 

 

 

 

Jumlah staf 

perlu 

disesuaikan 

 

 

Terbatas 

ketersediaan 

SDM 

 

 

 

Terbatasnya 

kesempatan 

mengikuti 

pelatihan 

kompetensi 

 

 

Masih 

dirasakan 

adanya ego 

sektoral 

 

 

 

Mekanisme 

koordinasi 

masih manual 

 

 

 

 

 

Pelatihan 

kompetensi 

yang ada 

belum sesuai 

dengan 

Distribusi Staf  

tidak porposional 

dibidang tugasnya  

 

 

 

Penyelesaian 

pekerjaan tidak 

optimal 

 

 

 

 

Konektifitas antar 

OPD non aplikasi 

 

 

 

 

 

Belum optimal 

koordinasi antar 

OPD 

 

 

 

 

 

Perlakuan   

terhadap pekerjaan 

belum optimal 
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kebutuhan 

kinerja 

Pariwisata 1) Sertifikasi 

seluruh potensi 

kepariwisataan 

dan ekonomi 

kreatif 

2) Pentingnya 

peningkatan 

konektifitas 

3) Pentingnya 

Peningkatan 

kapasitas usaha 

wisata yang 

kreatif dan 

inovatif 

kompetensi  

kepariwisata

an belum 

memadai  

 

Terhambatny

a monev 

DTW 

Kurangnya 

pemahaman 

terhadap 

trend ekraf 

Terbatasnya 

Assesor 

bidang 

kepariwisataa

n 

Konektifitas  

masih menjadi 

permasalahan  

Perlunya 

ditingkatkan 

kolaborasi 

dengan 

pemangku 

kepentingan  

 

OPD tidak 

memiliki tenaga 

kepariwistaan yang 

kompeten 

 

Kepariwisataan 

belum menjadi 

prioritas daerah  

Terbatasnya SDM 

dan Kompetensi 

 

Kepemudaan 1) Perlunya 

Roadmap 

pengembangan 

kepemudaan 

 

2) Pentingnya 

ditumbuhkan 

cara pandang  

kepeloporan 

menuju 

pemuda 

mandiri 

 

Kurang 

optimalnya 

capaian 

kinerja 

kepemudaan  

Optimalisasi

pemahaman 

terhadap 

pentingnya 

kepeloporan 

Belum 

terintegrasinya 

program 

kepemudaan 

 

Terbatasnya  

potensi 

kepeloporan 

yang spesifik 

Target kinerja tidak 

optimal 

 

 

 

Kompetensi SDM  

belum memadai 

Keolahragaan 1)  Perlunya 

Roadmap 

pengembangan 

keolahragaan 

2)  Masih 

terbatasnya 

pelatih 

bersertifikasi 

Kurang 

optimalnya 

capaian 

kinerja 

keolahragaan 

Ditingkatkan 

jumlah 

pelatih 

Belum 

tersosialisasin

ya program 

keolahragaan 

Terbatasnya 

kesempatan 

Target kinerja tidak 

optimal 

 

 

Masih perlunya 

ditingkatkan 

sinergitas 

organisasi 
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 bersertifikasi 

pada cabor 

unggulan 

keolahragaan 

 



   

 

BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

JANGKA MENENGAH DISPARPORA  

 

4.1  Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.  Untuk mewujudkan  

tujuan organisasi  perlu ditetapkan  sasaran yang  mengaju pada 

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung 2021-2026 dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan indikator kinerja dari 

tujuan perencanaan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas 

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat 

5 (l ima) tahun kedepan. 

Adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :   

1. Berkembangnya dan Tersertifikasinya potensi wisata  serta  dikenal oleh 

masyarakat luas baik  dalam daerah maupun luar daerah berdampak 

pada tingkat kunjungan wisatawan; 
2. Berkembangnya Ekonomi kreatif 
3. Pariwisata yang berkompeten; 
4. Terwujudnya pengembangan kepemudaan  berdasarkan  roadmap yang 

ditetapkan; 
5. Terwujudnya pengembangan keolahragaan berdasarkan  roadmap yang 

ditetapkan. 

 

5.2  Sasaran 

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan 

yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan 

dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima 

periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan 

dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. 



   

 

Sasaran yang ditetapkan harus terukur, untuk itu sasaran harus 

dilengkapi dengan indikator kinerja.   

Adapun sasaran yang dilaksanakan secara berkelanjutan 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat;  

2. Berkembangnya Inovasi Ekonomi Kreatif  Kab. Tanjung 

Jabung barat ; 

3. Meningkatnya SDM Pariwisata  berkompeten   yang Dibina 

4. Meningkatkan Pemuda Berprestasi , Mandiri  dan Religius 

Yang Terbina; 

5. Meningkatnya Prestasi Daerah di Bidang Olahraga . 

Uraian  dari  tujuan dan sasaran dimaksud sebagai berikut : 

 



   

 

 

 

Tabel 4.1 (T-C.25) 

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan  

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat  

 

No
.  

T ujuan  Sas ar an  I ndika tor  Sas ar an  Satua n  

T ar get  C apaian Se t iap T a hun  Kond is

i  

Kiner ja  

Akhir  

Per iode  

R PJ MD 

(202 6 )  

Ket  
2021  2022  20 23  2024  20 25  2026  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1  M eni ngkatny
a  daya  sa i ng  
pemuda  
ber pr es tas i /
mandi r i /  
R e l i g i us  yang 
di b i na  dan  
a t l i t  
ber pr es tas i   
dengan 
dukunga n 
sapr as  yang  
ber s tandar  
nas i o na l .   

M eni ngkatny
a  pemu da  
ber pr es tas i ,  
mandi r i  dan  
r e l i g i us  yang 
ter b i na  

Per sentase  Pemu da  
Ber pr es tas i /M andi r i /R el i
g i us  yang di  b i na  

%  20  45  45  49  49  54  54   

M eni ngkatny
a  pr es tas i  
daer ah  
di b i dang 
o l ahr aga  

Juml ah Per o l ehan M edal i  M edal i  40  40  10  40  10  40  180   

2  T er ser t i f i kas i
nya  des t i nas i  
wi sa ta  dan  

M eni ngkatka
n kun junga n  
wi sa tawan k e  

Per sentase  M eni ngkat nya   
Kunjunga n Wi sa tawan  

%  20  20  25  30  35  40  40   



   

 

 

 

 

 

 

  

ber kembang n
ya  I no v as i  
Ekr a f  Kab .  
T an jab  Bar a t  
ser ta  SDM  
Par i wi sa ta   
yang 
ber ko mpeten .   

Kabupaten  
T an jung 
Jabung Bar a t  

Ber kemba ng
nya  eko no mi  
kr ea t i f  

Per sentase  I no v as i  Ekr a f  
yang ber pr es tas i  d i  r uang 
kr ea t i f  

%   40  45  45  50  50  50   

M eni ngkatny
a  SDM  
Par i wi sa ta  
yang 
ber ko mpeten  

Per sentase  SDM  
Par i wi sa ta  yang  
ber ko mpeten  yang di  b i na  

%   40  45  45  50  50  50   



   

 

Dari tabel  diatas  dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Target tentang Persentase pemuda yang berprestasi/mandiri 

yang Dibina  diperkirakan di tahun 2021 (20%), 2022 (45% ), 2023 

(45%15 orang), 2024 (49%), 2025 (49%), 2026 (54%). Jumlah 

tersebut dihitung dari jumlah pemuda  berprestasi/ mandiri  yang 

merupakan peserta yang mengikuti pelatihan yang diadakan 

Dinas Parpora Kab. Tanjung Jabung Barat. Kondisi kinerja akhir 

priode sebanyak 48%; 

2. Target tentang Jumlah Perolehan Medali di tahun 2022 (40), 2023 

(10),2024 (40), 2025 (10), 2026 (40). Rencana capaian tersebut 

didukung dengan kegiatan Porprov , Kejurda, Kejurnas, Popda, 

Peparprov dan Peparpeprov. Pelaksanaan kegiatan setiap 

tahunnya berbeda. Jika pada tahun berjalan pelaksanaan event 

banyak dilaksanakan maka perolehan medali  diperkiraan 

mencapai 40 medali ; 

3. Target tentang indikator Persentase meningkatnya kunjungan 

wisatawan ditetapkan ditahun 2021 (20%), 2022 (20%),  2023 (25%). 

2024 (30%), 2025 (35%), 2026 (40%). Perkiraan peningkatan 

tersebut dilihat dari  capaian tahun 2020 sebesar 74% persen  dari 

jumlah pengunjung tahun 2019  hanya  sebanyak  8.770 orang  dan 

tahun  2020 sebanyak  11.559 orang, dimana ditahun 2019 terjadi 

penurunan yang signifikan sehingga berdampak pada 

peningkatan ditahun selanjutnya.  Pada tahun 2021 diperkirakan 

peningkatan rendah dampak Covid 19, selain itu event – event 

kepariwisataan akan dilaksanakan secara terbatas sejalan 

protocol kesehatan dan destinasi wisata belum dimungkinkan  

dibuka. Kondisi kinerja akhir priode sebanyak 20%; 

4. Target tentang Indikator Persentase Inovasi  Ekonomi Kreatif  

yang Berprestasi  di Ruang kreatif yang tahun 2022 (40%), 2023 

(45%), 2024 (45%), 2025 (50%), 2026 (50%). Akan dilaksanakan 

event untuk para peserta ekonomi kreatif yang berkompetisi  



   

 

diruang kreatif ,  sehingga Kondisi kinerja akhir priode sebanyak 

50% peserta ekonomi kreatif yang berprestasi ; 

5. Target tentang Persentase SDM Pariwisata yang Berkompeten 

yang di bina yang tahun 2022 (40%), 2023 (45%), 2024 (45%), 2025 

(50%), 2026 (50%).  Pencapaian target dengan melaksanakan 

pelatihan dan workshop tentang kepariwisataan, dari peserta 

yang mengikuti pelatihan akan diperoleh  beberapa orang yang 

mampunyai SDM sebagai pelaku pariwisata.  Kondisi kinerja akhir 

priode sebanyak 50%; 

 



 

  

BAB V 

STRATEGI  DAN  ARAH  KEBIJAKAN 

 

 

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi , misi dan tujuan 

yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program 

kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan 

dan tujuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara 

keseluruhan. Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh 

untuk mencapai kegiatan.  

Berikut adalah Strategi dan Kebijakan DISPARPORA Kab. 

Tanjung Jabung Barat:  

1. Strategi: 

(1) Memfasilitasi keinginan kreasi positif bagi pemuda ;  

(2) Mencegah perilaku berisiko pada pemuda; 

(3) Pembangunan kepariwisataan  dan pembinaan ekonomi kreatif melalui 

optimalisasi pengembangan kualitas destinasi dan pelibatan wisata 

religius; 

2. Kebijakan: 

(1) Optimalisasi pembinaan kepemudaan menuju prestasi; 

(2) Pembinaan keolahragaan dan fasilitas cabang olahraga unggulan; 

(3) Optimalisasi kualitas pelayanan dan management destinasi serta 

kapasitas ekraf yang religius. 

Adapun startegi dan kebijakan disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

yang sinergi dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

tahun 2021-2026 sebagai berikut: 



 

  

 

 

Tabel 5.1 (T-C. 26) 

Strategi dan Kebijakan  
Dinas Parpora Kab. Tanjab Barat  

 

VISI :  “MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024”  
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) 

MISI  I :  PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, BERILMU, DAN 
BERAHLAK 
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

 

Tujuan  1.1  
Membentuk sumber daya 
manuasia yang berdaya 
saing dengan dilandasi 
iman dan taqwa serta 

berahlak   
 

 

Sasaran 1.1.3 
Meningkatnya kualitas 

anak, perempuan, pemuda 
dan keluarga 

•  Memfasilitasi   kreasi 
inovatif pemuda 
yang paralel dan 
sinergi menuju 
peningkatan 
kapasitas 
kepemudaan; 

 

•  Mempersiapkan 
infrastruktur 
keolahragaan 
menuju prestasi 
olahragaTanjung 
Jabung Barat  yang 
lebih baik. 

 

• Menetapkan prioritas 
dalam optimalisasi 
strategi kepemudaan; 

• Menetapkan prioritas 
dalam optimalisasi 
strategi keolahragaan. 



 

  

MISI  IV :  PENINGKATAN AKTIVITAS PEREKONOMIAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN 
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

 

Tujuan  4.1 
Pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten yang 
berkelanjutan 

 

 

Sasaran 4.1.1 
Meningkatnya  

perekonomian kabupaten  
 

•  Optimalisasi 
kualitas pelayanan 
dan management 
destinasi; 

•  Optimalisasi 
kapasitas ekraf;  

•  Optimalisasi 
kompetensi dan 
sertifikasi SDM 
Kepariwisataan. 

• Pembangunan 
kepariwisataan 
inclusive dengan 
kapasitas dan kearifan 
lokal; 

• Peningkatan ekonomi 
kreatif yang 
terintegrasi dengan 
kapasitas dan kearifan 
lokal; 

• Pembangunan SDM 
Kepariwisataan yang 
berkompeten dan 
berkelanjutan. 

 
 



   

 

BAB VI 

RENCANA  PROGRAM  DAN  KEGIATAN, 

 INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN  

PENDANAAN INDIKATIF 

 

1. Rencana Program dan kegiatan 

Sebagai upaya dalam mencapai visi  dan misi DISPARPORA  

Kabupaten  Tanjung Jabung Barat, dan dengan berdasarkan pada 

strategi dan kebijakan yang telah dikemukan sebelumnya, maka 

diperoleh rencana program dan kegiatan pada DISPARPORA Kab.  

Tanjab Barat sebagai berikut : 

Progam-Program :  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

3. Program Pemasaran Pariwisata 

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 

8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 

 

Kegiatan - kegiatan  dan  Sub Kegiatan : 

1. 
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

 

Sub Kegiatan : - Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat 

Daerah dalam Dokumen Perencanaan 

- Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 



   

 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 

Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun 

SKPD 

- Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran 

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 

Sub Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 

Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan Kantor 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

5. 
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

 Sub Kegiatan : - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 

Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan 

Listrik 



   

 

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

7. 
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 

Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

8. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota 

 

Sub Kegiatan : - Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota 

- Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata 

Kabupaten/ Kota 

- Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ 

Kota 

- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik 

Wisata Kabupaten/ Kota 

9. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota 

 

Sub Kegiatan : - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata 

Kabupaten/ Kota 

- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi 

Pariwisata Kabupaten/ Kota 

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan 

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota 

10. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 

 

Sub Kegiatan : - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan 

dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten 

/ Kota 

- Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 



   

 

- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata Kabupaten/ Kota 

11. 
Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ 

Kota 

 
Sub Kegiatan : - Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata 

Kabupaten/ Kota 

12. 
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalan dan Luar Negeri Daya Tarik, 

Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota 

 

Sub Kegiatan : - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, 

Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar 

Negeri 

- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik 

Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata 

Kabupten/ Kota 

- Peningkatan Kerja Sama dan Kemiteraan Pariwisata 

Dalam dan Luar Negeri 

13. 

Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) 

Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif 

di Daerah Kabupaten/ Kota 

 
Sub Kegiatan : - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota 

Kreatif 

14. 
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 

 

Sub Kegiatan : - Pengembangan Kompetensi SDM  Pariwisata dan 

ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Pengembangan Kemintraan  Pariwisata 

- Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi 

Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ 

atau Siswa) 



   

 

- Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang 

Pariwisata 

15. 

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan 

Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha 

Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota 

 

Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor 

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui 

Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat 

Kabupaten / Kota 

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha 

Pemula 

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader 

Kabupaten/ Kota 

- Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi 

Pemuda yang Berjasa dan/ atau Berprestasi 

- Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan 

Kesukarelawanan Pemuda 

- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan 

Pengibar Bendera 

16. 
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan 

Tingkat Daerah Kabupten/ Kota 

 

Sub Kegiatan : - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pemberdayan Pemuda atau Organisasi 

Kepemudaan Melalui Kemiteraan Dengan Dunia 

Usaha 

17. 
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang 

Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 



   

 

 

Sub Kegiatan : - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Penyediaan   Sarana   dan   Prasarana   Olahraga 

Kabupaten/ Kota 

18. 
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ 

Kota 

 

Sub Kegiatan : - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event 

dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota 

- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam 

Penyelenggaraan Kejuaraan  

19. 
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 

Provinsi 

 

Sub Kegiatan : - Seleksi Atlet Daerah 

- Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi Keolahragan (Sport Science) 

- Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi 

Kabupaten/ Kota 

- Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ 

Kota 

20. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 

 

Sub Kegiatan : - Pengembangan Organisasi Keolahragaan 

- Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahrgaan 

Provinsi dengan Lembaga Terkait 

21. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 

 

Sub Kegiatan : - Penyelenggaran, Pengembangan dan Pemeliharaan 

Olahraga Rekreasi 

- Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan 

Petualangan 

22. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 

 
Sub Kegiatan : - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan 

Kepramukaan 

 



   

 

 

2. Sasaran  Dan  Pendanaan Indikatif 

Terkait dengan sasaran dan Pendanaan Indikatif 

DISPARPORA dalam kurun waktu Renstra 2021 -2026 terurai 

sebagai berikut pada dibawah ini: 
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BAB VII  

INDIKATOR KINERJA UTAMA  

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA   

MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  

 

Penetapan indikator kinerja untuk memberikan gambaran  

mengenai ukuran keberhasilan capaian VISI dan MISI Kepala Daerah 

Kab. Tanjung Jabung Barat dibidang Pariwisata, Kepemudaan dan 

Olahraga. Hal ini  ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome 

program pembangunan setiap tahun sehingga mencapai kondisi 

kinerja yang diinginkan  pada akhir RPJMD tercapai.  

Indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran 

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat  adalah  indikator kinerja 

utama (IKU) Disparpotra Kabupaten Tanjung Jabung Barat  yang 

merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan tujuan dan 

sasaran strategis Dinas  Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga  

Kabupaten Tanjung Jabung Barat . 

Adapun Indikator  Kinerja Utama  (IKU)  dinas  Pariwisata  

Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai 

berikut : 

 

Tabel 7.1 (T-C. 28) 
Indikator Kinerja Utama OPD yang Mengacu  

Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 
 

NO Indikator 

Kond
isi  

Kiner
ja 

pada 
awal  
perio

de 
RPJM

D 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondis
i  

Kiner j
a pada 
akhir  

period
e 

RPJMD 2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6
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1 Persentase 
Meningkatnya  
Kunjungan 
Wisatawan 

74% 20%  20%  25%  30%  35%  40%  40%  

2 Persentase Inovasi 
Ekraf yang 
berprestasi di 
ruang kreatif 

0   40%  45%  45%  50%  50%  50%  

3 Persentase 
SDM 
Pariwisata 
berkompeten 
yang di  bina 

0  40%  45%  45%  50%  50%  50%  

4 Persentase 
Pemuda 
Berprestasi/Mand
iri/Religius yang 
di bina 

51% 20%  45%  45%  49%  49%  54%  54%  

5 Jumlah Perolehan 
Medali 

 40  40  10  40  10  40  180  
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BAB  VIII 

P E N U T U P 

 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan 

Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan 

program kerja yang sistematik dan terarah dalam rangka 

pemberdayaan olahraga dan pariwisata dalam pembangunan 

masyarakat untuk meningkatkan wawasan kebangsaan,  keterampilan, 

kemandirian, kesehatan, prestasi dan upaya daya saing yang 

dilandasi iman dan taqwa. 

Kebijakan dan program Rencana Strategis (Renstra) ini 

merupakan strategi dan upaya untuk mewujudkan Visi, Misi Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga . Selain itu, rencana program yang 

dituangkan dalam langkah ini masih bersifat Indikatif,  sehingga 

diperlukan penjabaran yang lebih operasional kedalam perencanaan 

kerja tahunan. 

Akhirnya dengan rumusannya Rencana Strategi ini, semua 

kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat diharap mengacu pada  Renstra ini , dimana 

setiap awal tahun dijiabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja 

(Performance Plan) dan pada akhir tahun  dilaporkan dalam Dokumen 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP) Dinas Pariwisata 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat . 

 

          Kuala Tungkal,                       2021 

  

 

Kepala Dinas 

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 

Kab. Tanjung Jabung Barat 

 

 

OTTO RIADI, SE., MM 

NIP. 19611013 198803 001 
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